BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dan Saran
A. Kesimpulan
Berdasarkan Uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pelaksanaan upacara Helas Keta dalam penyelesaian sengketa secara damai
sebelum dilaksanakannya perkawinan pada masyarakat Bijaepasu adalah:
1. Sebelum dilaksanakan Helas Keta:

Sebelum dilaksanakannya helas keta pada masyarakat bijaepasu dipercaya
bahwa akan mendapatkan bala berupa, sulit mendaptkan pekerjaan,
mendapatkan penyakit yang tidak ada obatnya, meninggal secara tiba-tiba,
gila, tidak mendaptkan keturunan dan musibah yang datang tanpa sebab-
akibat, hal ini merupakan sebuah fakta dan nyatanya memang betul terjadi dan
dirasakan oleh para pihak yang tidak menyelesaikan sengketa pada masa
lampau melalui helas keta.

Pelaksanaan Helas Keta dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak
perlu ditaati dan dilakukan, sanksi dari tidak dilaksanakan Helas Keta ini juga
tidak dipercayai kebenarannya, Keberadaan dari Helas Keta juga hanya

membuang-buang waktu dan uang.
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2. Setelah dilaksanakan Helas Keta:

Setelah dilakukannya upacara adat helas keta ini, maka sengketa yang
terjadi di masa lampau yang dilakukan oleh para leluhur yang pada waktu itu
bersumpah agar tidak boleh menikahkan putra atau putri dari kedua desa yang
bersengket telah diselesaikan. Sengketa yang terjadi pada waktu itu bisa
berupa perampasan tanah, pembunuhan, percecokan, dan pencurian ternak.
Sengketa yang terjadi pada masa lampau itu hanya bisa diselesaikan dengan
ritual adat helas keta, sehingga sumpah serapa yang dikeluarkan oleh para
leluhur dapat ditarik kembali, dan dapat mendamaikan kedua desa yang
pernah bersengketa.

Pelaksanaan Helas Keta sudah dipercayai secara turun-temurun dan
diberitahukan apa maksud dan tujuan dari upacara Helas Keta kepada
masyarakat sejak mereka masih remaja.Upacara Helas Keta adalah sesuatu hal
wajib yang perlu dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti akan memberi saran yang dapat dijadikan
sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

Pelaksanaan di desa Bijaepasu seharusnya terus di lakukan baik yang masih
menetap di desa Bijaepasu atau yang sudah tinggal di luar dari desa Bijaepasu, karena
ini merupakan suatu budaya yang perlu dilestarikan, bukan hanya itu saja, sudah
terdapat banyak bukti nyata dari tidak dilakukannya helas keta ini, oleh karena itu

diharapkan agar masyarakat dari desa Bijaepasu lebih merespon dengan baik tradisi
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adat yang telah dilakukan oleh para pendahulu dulu, karena kita belum tentu
mengetahui sengketa apa yang pernah terjadi pada masa lampau, dan tentunya
sengketa tersebut belum diselesaikan, dengan adanya penyelesaian sengketa melalui
helas keta ini dapat menjadi sarana untuk merekonsiliasi kembali dan mendamaikan

desa-desa yang pernah bersengketa dahulu kala.
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